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ABSTRAK 

 

Sampah sebagai salah satu masalah yang besar menuntut perhatian secara 

khusus dari pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuasin melakukan upaya-upaya untuk bisa mengatasinya, 

salah satunya dengan ditetapkan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 

Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana Implementasi 

Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan, 2) Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi 

Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 

Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan), dan untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi 

Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan). 

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) data primer 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data 

dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. 

Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode 

berpikir induktif. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, Implementasi Pasal 38 Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuasin No 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

terhadap masyarakat Desa Merah mata belum terlaksana dengan baik oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin karena untuk sosialisasi kepada 

masyarakat yang masih kurang baik, dan pemberian sanksi dalam pasal 47 Perda 

Kabupaten Banyuasin Tentang Pengelolaan Sampah berupa teguran tertulis paling 

banyak 3 (tiga kali), uang paksa dan pencabutan izin untuk para pelaku 

pembuangan sampah belum sesuai dan kurangnya pengawasan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Banyuasin terhadap masyarakat yang membuat pengelolaan 

sampah masih belum berjalan secara maksimal. Dalam tinjauan Fikih Siyasah 

Tanfidziyyah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 

Tahun 2012 Pasal 38 di Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana dengan baik, 

karena masih tidak menjalankan amanahnya sebagai pemerintah yang tidak 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja dia juga harus memikul tanggung 

jawab sesama mahluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga 

lingkungan dari persoalan sampah ini. Artinya Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Banyuasin selaku pelaksana belum Amanah dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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MOTTO 

ةٌ يَّدْعُىْىَ الِىَ الْخَيْرِ وَيأَهُْرُوْىَ باِلْوَعْرُوْفِ وَينَْهَىْىَ عَيِ الْوُنْكَرِ ۗ  نْكُنْ اهَُّ  وَلْتكَُيْ هِّ

ى ِكَ هُنُ الْوُفْلِحُىْىَ 
 وَاوُل ٰۤ

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyeru kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar 

merekalah orang-orang yang beruntung” 

(QS. Ali-Imran (3): 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari 

dari sebuah kesalahpahaman maka penulis merasa sangat perlu adanya 

penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di 

dalamnya, adapun judul skripsi ini “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap 

Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Banyuasin  Provinsi Sumatera Selatan)”. 

 Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah 

sebagai berikut:  

Tinjauan Fikih Siyasah menurut kamus besar bahasa Indonesia 

diartikan “sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan 

mendekati suatu obyek tertentu.
1
 

Fikih Siyasah adalah merupakan aspek Hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.
2
 

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan 

suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara 

matang dan terperinci.
3
 

                                                 
1
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990). 
2
Beni Ahmad Saebani, Pengantar Ilmu Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 

3
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002). 
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
4
 

Pengelolaan Sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, 

pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini 

biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan 

manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap 

kesehatan, lingkungan, atau estetika.  

Jadi, yang dimaksud dari skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah 

tentang “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin  Provinsi 

Sumatera Selatan)”. 

B. Latar Belakang Masalah 

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah 

sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di 

Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan 

berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah 

daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi 

sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah 

meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik 

sampah. 

                                                 
4
“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Pasal 1 Ayat (8)”. 
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Permasalahan sampah di Indonesia dari hari ke hari semakin 

memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari menggunungnya sampah di tempat 

pembuangan sampah. Sampah dan pengolahannya kini menjadi masalah yang 

kian mendesak di kota-kota Indonesia termasuk Kabupaten Banyuasin. 

Permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Banyuasin dapat terlihat dari 

banyaknya penumpukan sampah dan masih banyak titik di banyuasin yang 

menjadi kawasan sampah ilegal seperti di Desa Merah Mata sehingga adanya 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah. 

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya 

sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak 

dipakai, tidak dikenangi atau harus dibuang, sedemikan rupa sehingga tidak 

sampai mengganggu kelangsungan hidup, Dalam Ilmu kesehatan, 

keseluruhan dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak 

dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa 

atau benda-benda bekas (waste).Kecuali sampah (refuse), kotoran manusia 

(human waste), air limbah dan atau air bekas (sewage) serta sisa-sisa industri 

(industrial waste) termasuk pula ke dalamnya. 

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan 

sampah (refuse) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak 

disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi 

yang bukan biologis karena human waste (tidak termasuk ke dalamnya) dan 

umumnya  bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya). 
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Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan 

pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.Meningkatnya 

volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. 

Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat 

dipakai lagi, yang tidak disenangi dan yang harus dibuang, maka sampah 

tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga 

hal-hal yang negatif bagi kehidupan  tidak sampai terjadi. Dalam ilmu 

kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah 

tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta 

sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu 

penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah 

ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (segi 

estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. 

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan 

sampah meliputi tiga hal pokok yakni:  

1. Penyimpanan sampah (refuse stroge) 

Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, 

sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta 

dibuang (dimusnahkan). Jelaskan untuk ini perlu disediakan suatu tempat 

sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran,hotel 

dan lain sebagainya. 
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2. Pengumpulan sampah (refuse collection)  

 Sampah yang disimpan sementara dirumah, kantor atau restoran, 

tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut dan 

dibuang atau dimusnahkan. Karena jumlah sampah yang dikumpulkan 

cukup besar, maka perlu dibangun rumah sampah. Lazimnya penanganan 

masalah ini dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat secara 

bergotong royong. 

3. Pembuangan sampah (refuse disposal)  

Sampah yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dibuang untuk 

dimusnahkan. Ditinjau dari perjalanan sampah, maka pembuangan sampah 

atau pemusnahan ini adalah tahap terakhir yang harus dilakukan terhadap 

sampah.Untuk itu perlunya penertiban oleh Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuasin terhadap Desa Merah Mata agar dapat terciptanya masyarakat 

yang nyaman dan tentram.
5
 

Dalam konteks Fikih Siyasah, kata Siyasah berasal dari kata sasa 

yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik 

dan pembuatan kebijakan.Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 

tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
6
Siyasah menurut 

bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. 

Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur 

                                                 
5
Azrul Aswar, Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 

1996). 
6
Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2014). 
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atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan.
7
Siyasah menurut Ibnu Manzur, di kutip dari Abdul Qodir 

Zaelani adalah sesuatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mendekatkan 

manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun 

rasul tidak mensyariatkan dan tidak pula terdapat dalam wahyu.
8
Dari uraian 

tentang Fikih dan Siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, Fikih 

Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara 

bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. 

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke 

seluruh lapisan masyarakat.Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat 

mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. 

Sebagaimana firman allah swt dalam Q.S Al-Araf ayat 56: 

 ٍَ ِ قشَِيْةٌ يِّ
ًَتَ اّللّه ٌَّ سَحْ عًاۗ اِ ًَ طَ َّٔ فاً  ْٕ ُِ خَ ْٕ ادْعُ َٔ ا فِٗ الَْسَْضِ تعَْذَ اصِْلََحِٓاَ  ْٔ لََ تفُْسِذُ َٔ 

 ٍَ حْسُِيِْ ًُ  انْ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Q.S. Al-Araf: 56). 
 

Dalam ayat dijelaskan bahwa Allah swt melarang umat manusia 

membuat kerusakan di muka bumi Allah swt mengirimkan manusia sebagai 

khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara 

bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan 

sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, 

pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah 

                                                 
7
Ibid. 

8
Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syar‟iyyah (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977). 
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buah kelakukan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah 

dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan 

barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari 

berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. Membuang sampah 

sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan 

untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan 

Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi 

makhluk hidup. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi 

peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah. 

Hasil pra rescareh penelitian ini menyimpulkan di dalam masalah ini 

bahwa diduga masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan 

tidak menaati peraturan daerah tersebut mengenai permasalahan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 dalam pasal 38 Tentang 

Pengelolaan Sampah terdapat Pasal pelanggaran yang berkaitan dengan 

sanksi, seperti  membuang sampah disungai, rawa-rawa, parit, saluran irigasi, 

selokan saluran drainase, taman kota, jalur hijau, hutan, jalan raya, fasilitas 

umum dan tempat lainnya yang sejenis. Dalam hal ini sangat mengganggu 

kenyamanan dan ketentraman  pada masyarakat Desa Merah Mata Kecamatan 

Banyuasin 1.
9
 

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Merah Mata Kecamatan 

Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin diduga masyarakat tidak melakukan 

tindakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 

                                                 
9
Pasal 38, “Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah”. 
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22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, terdapat beberapa masalah 

mengenai pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pengetahuan 

masyarakat Desa Merah Mata cara pemanfaatan sampah yang benar, karena 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur Desa Merah Mata, dan 

masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga sampah 

yang tidak dapat dikelola harus dibakar dan masih banyak masyarakat 

membuang sampah dijalan hingga sampah menumpuk dan menyebabkan 

sampah membusuk dan berceceran, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap 

kesehatan masyarakat Desa Merah Mata. Sampah yang dapat dikelola hanya 

sampah organik yang akan dijadikan pupuk organik tetapi permasalahan yang 

terjadi belum adanya penampungan tempat penjualan pupuk organik tersebut 

sehingga pupuk organik tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian 

masyarakat Desa Merah Mata tetapi tidak semua masyarakat Desa Merah 

Mata dapat menerima pupuk tersebut masyarakat masih lebih memilih pupuk 

pabrik sehingga pembuatan pupuk organik yang ada di Desa Merah Mata 

sementara waktu harus dihentikan karena tidak adanya biaya pemasukan dari 

memproduksi pupuk organik tersebut. 

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi pokok penelitian terhadap 

penerapan pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi: 

1. Memasukkan sampah ke daerah; 

2. Melakukan kegiatan impor sampah; 

3. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 

4. Membuang sampah di sungai, rawa-rawa, parit, saluran irigasi, selokan, 

saluran drainase, taman kota, jalur hijau, hutan, jalan raya, fasilitas umum 

dan tempat lainnya yang sejenis; 

5. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan; 
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6. Membuang sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dengan 

menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) 

meter kubik; 

7. Membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur 

hijau, taman, di dalam TPS (Tempat Pembuangan Sampah), disekitar 

TPS (Tempat Pembuangan Sampah), TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

dan tempat-tempat umum lainnya; 

8. Mengeruk atau mengais sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah), 

kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; 

9. Membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah 

ditetapkan; 

10. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS (Tempat 

Pembuangan Sampah) dan TPA(Tempat Pembuangan Akhir); 

11. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan dan/atau: 

12. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat 

pemerosesan akhir.
10

 

 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 38 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”. 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1) Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fokus 

penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

                                                 
10

Ibid. 
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2) Sub Fokus Penelitian 

Sub Fokus Penelitian dari fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian 

ini, penulis memfokuskan penelitiannya Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap 

Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 

Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Banyuasin  Provinsi Sumatera Selatan? 

2) Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 38 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin  

Provinsi Sumatera Selatan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan). 

b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 

38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 
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Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Banyuasin  Provinsi Sumatera Selatan). 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap 

Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan), dapat 

memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian 

terkait yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang terkait Tinjauan Fikih Siyasah Tehadap 

Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk mengetahui sejauh mana 

titik fokus penelitian dan tidak menutup kemungkinan adanya kajian yang 

relevan dengan skripsi ini. 

1) Skripsi Andra Gustian Fitra (2022) Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, dengan judul  Implementasi 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di 
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Desa Kampar Kecamatan Kampa Menurut Perspektif  Fikih 

Siyasah.
11

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di 

desa kampa ini masih belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari 

kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa dalam penerapan 

peraturan bupati uang menjadi faktor penghambat utama. Faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan tersebut bahwa masih kurangnya ketaatan dan 

disiplin masyarakat, kurangnya sosialisasi dan pembinaan pengelolaan 

sampah kepada masyarakat, kurangnya fasilitas, belum menerapkan 

sanksi. Sedangkan menurut tinjauan fikih siyasah dalam hal ini merupakan 

bentuk melaksanakan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang 

pemimpin, karena untuk terciptanya suatu kemaslahatan bersama tidak 

terlepas dari perannya pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan 

peraturan. Bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan dan peraturan yang 

dibuat oleh pemerintahan tersebut maka diperlukan seorang pemimpin 

yang sidiq, amanah tabligh dan fathonah. 

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan 

dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah sama- 

sama membahas mengenai pengelolaan sampah dan ditinjau dari fikih 

siyasah sedangkan perbedaannya 1) Lokasi pembahasan pada penelitian 

terdahulu yaituAndra Gustian Fitra meneliti Di Desa Kampar Kecamatan 

Kampa sedangkan penelitian ini meneliti di Dinas Lingkungan Hidup 2) 

Terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih spesifik dan 

                                                 
11

Andra Gustian Fitra, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kecamatan Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah 

(Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 

2022). 
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mendetail terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. 

2) Skripsi Fitria Krismansyah (2017) Mahasiswa Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa, dengan judul  Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 

Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota 

Administrasi Jakarta Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan 

untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh 

untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan 

petugas kebersihan saja, kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) untuk penindakan disetiap wilayah, belum kuatnya payung 

hukum penindakan dalam perda ini untuk wilayah suku dinas kebersihan 

kota administrasi maupun di seksi dinas kebersihan kecamatan, dan belum 

adanya pergub baru yang mengatur penyusun SPM, serta belum 

terlaksananya insentif dan disisentif karena belum adanya turunan pergub 

yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya.
12

 

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan 

dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas 

mengenai pengelolaan sampah sedangkan perbedaannya yaitu mengenai 

objek penelitian dimana di skripsi tersebut tidak ditinjau dari fikih siyasah 

sedangkan peneliti membahas Tinjauan Fikih Siyasah Tehadap 

Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. 

                                                 
12

Fitria Krismansyah, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara (Skripsi, Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa, 2017). 
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3) Skripsi Mohammad Sulthon Neagara (2018) Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dengan judul  Implementasi Perda 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan(Studi 

Analisis Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan 

Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
13

Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penerapan Perda tersebut 

sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat karena 

lahirnya komunitas peduli kali tebu adalah bentuk protes terhadap kinerja 

pemerintah. Kurangnya komunikasi antara pihak dinas dengan warga 

Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan sanksi yang menyatakan bahwa 

membuang sampah akan dikenakan denda seperti yang tertulis dalam 

perda tersebut tidak terlaksana semestinya. 

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan 

dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas 

mengenai pengelolaan sampah sedangkan perbedaannya yaitu mengenai 

objek penelitian dimana di skripsi tersebut tidak ditinjau dari fikih siyasah 

sedangkan peneliti membahas Tinjauan Fikih Siyasah Tehadap 

Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. 

4) Skripsi Regyston Pratama (2020) Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, dengan judul  Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Talang Perspektf Fiqh 
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Mohammad Sulthon Neagara, Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kali 

Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya) (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan, 2018). 
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Siyasah, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan khususnya pasal 27 belum efektif, karena tidak tegasnya 

penanganan penempatan Tempat Pembuangan Sementara dan kurangnya 

kesadaran masyarakat mengenai efek dari Tempat Penampungan 

Sementara yang tidak sesauai dengan syarat-syarat dan ketentuan, 

Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 belum efektif dengan hal tersebut 

belum tercapainya kemaslahatan umat dan belum menjunjung prinsip-

prinsip kaidah hukum Islam.
14

 

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan 

dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas 

mengenai pengelolaan sampah dan ditinjau dari fikih siyasah sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih 

spesifik dan mendetail terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah. 

5) Skripsi Gita Fitriyani (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, dengan judul  Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 
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Regyston Pratama, Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah Kelurahan Talang Perspektf Fiqh Siyasah, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 
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(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).
15

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat pembuangan akhir belum 

menggunakan sanitary landfill tetapi masih menggunakan open dumping 

atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu 

lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi 

tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. 

Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan 

system sanitary landfill namun pada kenyataannya tidak, hal ini 

disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, 

jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah 

kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu system 

open dumping yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara 

seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal 

ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai 

masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara 

mendaur ulang. Dalam tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan Peraturan Daerah 

No. 05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan 

syariat Islam.  

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan dan 

perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas mengenai 

pengelolaan sampah dan ditinjau dari fikih siyasah sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih 

spesifik dan mendetail terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah 

                                                 
15

Gita Fitriyani, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 
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Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis dan Sifat Penelitian dalam skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi 

pada suatu saat dengan masyarakat.
16

Jadi penulis mengadakan 

penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah 

masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses 

sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 

deskriftif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan 

menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara 

sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang 

tertentu secara faktual dan cermat.
17

Sifat penelitian yang digunakan 

adalah deskriftif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan 

mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan 

kemudian di simpulkan.
18

 

 

                                                 
16

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial (Bandung: Mandar, 2006). 
17

Ibid. 
18

Ibid. 
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2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat 

diperoleh.Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara 

sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang 

diperlukan.
19

 

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam 

penelitian kualitatif  yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
20

 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang dihasilkan melalui 

metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan observasi saat 

survei yang didapat langsung dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Banyuasin dan Masyarakat Desa Merah Mata Kabupaten 

Banyuasin.
21

 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari 

sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara 

(diperoleh atau dicatat pihak lain).
22

Data sekunder ini digunakan 

sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder 

juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka 

mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang 

digunakan antara lain berupa, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 

                                                 
19

Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2014). 
20

Burhan Ashosf, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996). 
21

Burhan Bungin, Analisis Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38. 
22

Zinnuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 
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Pasal 38 Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, website, 

buku-buku yang berkaitan dengan fiqh siyasah, dokumen yang di dapat 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk 

menguatkan data primer. 

3. Populasi dan Sampel 

Berikut ini penjelasan Populasi dan Sampel yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
23

Populasi tersebut peneliti ambil dari 5 Pegawai 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan 6 orang 

masyarakat Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin. Maka jumlah 

populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. 

b. Sampel 

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi 

ini adalah Purposive sampling.Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, 

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan.
24

 

                                                 
23

Suliyanto, Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta: Andi, 2018), 28. 
24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung: Alfabeta, 

2013), 3. 
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Jadi, sampel yang digunakan peneliti meliputi 5 Pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan 6 orang masyarakat Desa 

Merah Mata Kabupaten Banyuasin, sehingga memudahkan peneliti 

dalam melakukan penelitian. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 11 orang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

wawancara, observasi, dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.
25

Pengumpulan 

data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Interview 

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
26

 

 

                                                 
25

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 
26

Ibid. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 

akurat dari percatatan sumber informasi khusus dari karangan atau 

tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data 

agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu: 

a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. 

Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul 

melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, 

relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan. 

b. Interpretasi data yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan 

sumber data baik yang bersumber dari al-qur’an dan hadits, atau buku-

buku literatur lainnya yang relavan dengan penelitian. 

c. Sistematis data, adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.
27

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman dari teori-teori yang 

akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan 

                                                 
27

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004). 
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penelitian.
28

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap 

bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam 

penelitian ini:  

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan 

sebagai dasar pemberian penjelesan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub 

bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub fokus, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Fiqh Siyasah 

(Pengertian Fiqh Siyasah, Dasar Hukum Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh 

Siyasah, dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah) dan Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 

Nomor 22 Tahun 2012 (Pengertian  Pengelolaan Sampah, dan Metode 

Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan). 

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang 

Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin (Deskripsi Wilayah Kabupaten 

Banyuasin dan Sejarah Singkat Kabupaten Banyuasin), Gambaran Umum 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin (Deskripsi Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Banyuasin, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, 

Visi dan Misi, serta penyajian fakta dan data hasil penelitian). 

                                                 
28

Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar Harapan, 

1978), 316. 
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Bab Keempat berisi tentang Analisis Point Yang Diduga Tidak 

Terimplementasi Terhadap Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 

Nomor 22Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap Implementasi Pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua 

sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara 

dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk 

mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam 

Islam berdasar pada wahyu dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, 

akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup 

kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang 

mengandung dasar hukum baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, 

disebut ayat ahkam.
29

Islam adalah agama rahmatan lil‟allamin artinya Islam 

merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh 

alam semesta.
30

 

Agama Islam tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilaliyah saja yang 

dibahas, akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur 

dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam 

bahasa agamanya disebut fiqh siyasah. 

Kata Fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa 

pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.
31

Fiqh secara etimologi 
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Khamami Zada, Fiqh Siyasah Dokterin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 

2008). 
30

Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam 

Perspektif Maqasid Syari’ah,” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Desember 

2020, 163, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index. 
31

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Pranamedia 
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adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan  

pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan 

dan perbuatan.
32

Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang 

hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau 

hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan 

sunnah).
33

 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat 

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
34

Siyasah menurut 

bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan 

politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik 

kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai 

aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk 

aturan hukum yang ada.
35
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Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo, 1994). 
33
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2. Dasar Hukum Fiqh siyasah 

Fiqh siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an  

Al-Qur’an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik 

(semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT).Wahyu tersebut diterima 

Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-

Qur’an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi 

memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula 

kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara 

penggandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur’an berada 

dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan 

setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur’an di sebar 

luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin 

bersekongkol untuk berdusta.
36

 Dalam Al-Qur’an dasar hukum fiqh 

siyasah di jelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nissa ayat 59: 

ٌْ تَُاَصَعْتُ  ِ ُْكُىْْۚ فاَ أُنِٗ الَْيَْشِ يِ َٔ لَ  ْٕ سُ اطَِيْعُٕا انشَّ َٔ  َ
ا اطَِيْعُٕا اّللّه ْٰٕٓ يَُُ ٍَ اه ٰٓايَُّٓاَ انَّزِيْ ىْ فيِْ يه

ُْتُ  ٌْ كُ لِ اِ ْٕ سُ انشَّ َٔ  ِ
ُِ انَِٗ اّللّه ْٔ ٍُ شَيْءٍ فشَُدُّ احَْسَ َّٔ نكَِ خَيْشٌ  خِشِۗ ره وِ الَْه ْٕ انْيَ َٔ  ِ

ٌَ تاِلّلّه ْٕ ىْ تؤُْيُُِ

ِٔيْلًَ 
  ࣖتأَْ

 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kau benar-benar beriman kepada 

                                                 
36

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), 334. 
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Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nissa:59). 

 

b. Al-Hadist  

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an. Secara 

etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut pendangan kitab lisan Al-

Arab (mengutip pendapat syammar) Hadist pada mulanya berarti cara 

atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti 

oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh. Hadist adalah 

sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Qur’an, pekerjan atau 

ketetapannya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik Rasulullah 

Shallallahu “Alaihi Wasallam, beliau bersabda “sebaik-baik pemimpin 

kalian adalah para pedagang mencintai kalian dan kalian mencintai 

para pedagang, para pedagang mendo‟akan kalian dan kalian 

mendo‟akan para pedagang. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah 

para pedagang yang membenci kalian dan kalian membenci para 

pedagang, para pedagang mengutuk kalian dan kalian mengutuk 

mererka.” Beliau ditanya, “wahai rasullah, tidakkah kita memerangi 

para pedagang?” maka beliau bersabda, “tidak, selagi para pedagang 

mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin 

kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan 

janganlah kalian melepas dari ketaatan pada para pedagang.” (HR. 

Muslim no. 1855). 
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Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama 

berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Fungsi Hadist 

adalah:
37

 

1) Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-

Qur’an atau disebut ta‟kid dan takrir. 

2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-

Qur’an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa 

yang ada dalam Al-Qur’an disebutkan dalam garis besar, membatasi 

apa yang ada dalam Al-Qur’an dijelaskan secara umum, serta 

memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur’an. 

3) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam Al-Hadist 

merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam 

tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman. 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Objek Kajian Fiqh Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf  ialah 

membuat peraturan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai 

dengan pokok-pokok ajaran agama.
38

 

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah para ulama 

berbeda pendapat. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun 

ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh 
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38
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siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup 

fiqh siyasah mencakup : 

a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah 

Dusturiyah). 

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah). 

c. Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah). 

d. Hukum perang (Siyasah Harbiah). 

e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah).
39

 

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang 

kajian, yaitu Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan), Siyasah Hidariyyah 

(Administrasi Negara), Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter), dan 

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional). 

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul Al-

Siyasah Al-Syar‟iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian 

saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.
40

 

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh 

siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan). 

Siyasah Dusturiyyah ialah hubungan antara pemimpin di suatu 

tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang 

lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh Karena itu, di dalam Fiqh 
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Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 15. 
40
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Siyasah Dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntun oleh halihwal kenegaraan dari segi 

kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 

Fiqh Siyasah Dusturiyyah mencakupi bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini 

meliputi: 

1) Persolan dan ruang lingkup (pembahasan). 

2) Persoalan imamah, hak dan kewajiban. 

3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. 

4) Persoalan bai‟at. 

5) Persoalan waliyul ahdi. 

6) Persoalan perwakilan. 

7) Persoalan ahlulalliwalaqdi. 

8) Persoalan wazarah dan perbandingannya.
41

 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 

Siyasah Tasyri‟iyyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana Fiqh Siyasah, istilah 

al-sulthah al-tasyri‟iyyah digunakan untuk menunjukan salah satu 

kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah 

kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidzhiyyah) 

dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-tasyri‟iyyah) berarti kekuasaan 

atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan 
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diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan 

ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syari’at Islam.
42

 

c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan) 

Siyasah Qadha‟iyyah adalah mempertahankan hukum dan 

perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. 

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah 

al-hisbah (lembaga peradilan untuk meyelesaikan perkara-perkara 

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), 

wilayahal-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara 

sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-

mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara 

penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti 

pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar 

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan penjabat negara yang 

melanggar hak rakyat).
43

 

d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 

Siyasah Maliyyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh 

karena itu Siyasah Maliyyah secara umum yaitu pemerintahan yang 

mengatur mengenai keuangan negara. Siyasah Maliyyah adalah hak dan 

kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara 

guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. 
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Siyasah Maliyyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda 

negara (kas negara), pajak, serta baitul mal. Dapat dikatakan bahwa 

Siyasah Maliyyah adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta 

keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta 

pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, 

dengan kata lain Siyasah Maliyyah membahas sumber-sumber keuangan 

negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, 

pajak dan perbankan.
44

 

e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 

Siyasah „idariyyah secara istilah terdapat banyak pakar yang 

mendefinisikan Siyasah „idariyyah disebut juga hokum administrasi (Al-

Ahkam Idariyyah). Kata „idariyyah dalam Al-Qur’an tidak ada satu pun 

ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang 

menyerupainya adalah tudirunnaha dan kata tadiru, di dalam al-mu‟jam 

al-mufahras di bawah kata “dawr” telah dikemukakan sejumlah ayat 

yang memuat kata pecahan dari fi‟iltsulasi “dara” begitu juga setelah 

menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata al-idarah tidak 

dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah 

SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “dawr” 

dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “idarah” 

jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era 

modern.
45
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f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 

Internasional) 

Siyasah Dauliyyah ialah hubungan internasional dalam Islam 

berdasarkan pada sumber-sumber normative tertulis dan sumber-sumber 

praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber 

normative tertulis berasal dari Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. 

Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya kedalam kajian 

fiqh al-syiarwa al-jihad (hukum internasional tentang perang dan damai). 

Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi: 

1) Persoalan internasional. 

2) Territorial. 

3) Nasional dalam fiqh Islam. 

4) Pembagian dunia menurut fiqh Islam. 

5) Masalah penyerahan penjahat. 

6) Masalah pengasingan dan pengusiran. 

7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara. 

8) Hubungan muslim dan non mulim.
46

 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan) 

Siyasah Tanfidziyyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam ul al-

amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau khalifah. Istilah ul al-amr 

tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga 

lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas 
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lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah 

khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas 

mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti diwan al-kharaj 

(dewan pajak), diwan al-ah, das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, 

sekretaris, pekerja umum, diwan al-jund (militer), sahib al-bait al-mal 

(pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak 

masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah ul al-amr 

mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang 

hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala negara Al-

Maududi menyebutnya sebagai amir dan di kesempatan lain sebagai 

khalifah.
47

 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan). 

Siyasah Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan 

pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian Siyasah 

Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurusi 

hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, 

mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan 

perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.
48

 

4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah  

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur’an, sunnah dan nabi 

serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam 

sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah ini merupakan kajian 

yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. 
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Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah adalah salah satu bagian terpenting 

dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan negara.
49

 

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. 

Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 

negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan 

pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan 

jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang 

dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga 

dianugerahkan pada seluruh umat manusia.
50

 

Kata siyasah berasal dari fi‟il madi sasa yang mempunyai arti 

mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. 

Sedangkan dusturi mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal 

dalam buku fiqih siyasah, siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan 

undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif 

(al-sultha al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain 
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(hubungan internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan 

hamba-Nya.
51

 

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu 

negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan 

legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 

Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash 

dan kemaslahatan. Hakikat dari maslahat adalah sesuatu yang baik menurut 

akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan.
52

Dalam Islam 

disebut dengan maslahah, kata maslahah kadang-kadang disebut juga 

dengan arti mencari yang baik.
53

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah 

dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat 

di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-

syaratnya.
54

 

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam 

diartikan sebagai kekuasan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau 

peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-

undang tersebut. Siyasah tanfidziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif 
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atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan 

mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.
55

 

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah 

badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada 

pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk 

kekuasaan yaitu: 

a. Imamah 

Kata imamah biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya 

menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam.Istilah 

imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan istilah khilafah 

lebih popular penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari 

kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa.Dalam 

bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Jadi imam dalam bahasa Arab 

tidak menunjukan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang 

mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.
56

 

b. Khilafah/Khalifah 

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang 

meneruskan sistem pemerintahan Rasullah Saw sedangkan Khalifah adalah 

pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a’zham. Imam a’zham 

adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-

muslim.
57
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c. Imarah/Amir 

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. Imarah berasal dari kata 

mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasydin 

digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan 

dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, 

kepala dan raja”.Berdasarkan makna-makna tersebut kata mir didefinisikan 

sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum 

penggunaan kata mair yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul 

dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa’idah. Gelar Mirul Mukminin 

disematkan pertama kali kepada khalifah umar bin al-khattab. Pada era 

Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) 

dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinastiulun.
58

 

d. Wizarah/Wazir 

Wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. 

Wizarah dikatan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang 

berat. Kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan 

pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern wazir memiliki 

pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam 

pemerintahan.
59

 

Fikih Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 
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a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan. 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.  

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.  

d. Persoalan bai‟at.  

e. Persoalan waliyul ahdi.  

f. Persoalan perwakilan.  

g. Persoalan perwakilan.  

h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.  

i. Persoalan wizarah dan perbandingannya.
60 

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari 

dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran 

maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan 

masyarakat. Karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di 

dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah 

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad 

ulama, meskipun tidak seluruhnya.
61

 

Dasar hukum siyasah tanfidziyah, dasar hukumnya dibagi menjadi 

empat bagian yaitu: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama 

dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. 

Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur’an 
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merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan 

hukum-hukum lainnya, karena kondisi Al-Qur’an yang tidak pernah 

mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.
62

 

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di 

antaranya surat Yunus ayat 14: 

 ٌَ ْٕ هُ ًَ ُْظشَُ كَيْفَ تعَْ ِْىْ نَُِ ٍْْۢ تعَْذِ ى ِفَ فِٗ الَْسَْضِ يِ
كُىْ خَههٰۤ هُ  ثىَُّ جَعَهْ

“Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka 

bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu 

berbuat.”(QS. Yunus:14). 

 

b. Al-Hadis 

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal 

oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah 

laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh 

beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari  generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir 

dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan.
63

 Hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan 

oleh Imam Al-Bukhari: 

مَ  ُ رَعِيَّةً، يوَُىْتُ يىَْمَ يوَُىْتُ، وَهُىَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ، إلِاَّ حَرَّ هاَ هِيْ عَبْدٍ يسَْترَْعِيْهِ اللََّّ

ُ عَليَْهِ الْجَنَّةَ    اللََّّ

 “Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin 

rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu 

rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya”.(HR. 

Imam Al-Bukhari). 
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 Dalam hadist ini, Rasulullah saw menjelaskan kepada kita bahwa 

seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap 

kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu 

dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, 

bahkan secara tegas Rasulullah saw mengancam surga haram bagi 

seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.  

c. Ijma‟ 

Secara etimologi ijma‟ mengandung dua arti yaitu ketetapan hati 

untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-

Amidi ijma‟ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu 

hukum-hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Al-

Hadis. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 143: 

يْذًا ِٓ لُ عَهيَْكُىْ شَ ْٕ سُ ٌَ انشَّ ْٕ يكَُ َٔ ءَ عَهَٗ انَُّاسِ  ا شُٓذََاٰۤ ْٕ َُ ْٕ سَطاً نِّتكَُ َّٔ حً  كُىْ ايَُّ هُ نكَِ جَعَهْ كَزه َٔۗ  

يَا جَعَهُْاَ انْقثِْهحََ ا َٔ ِّۗ ٗ عَقثِيَْ ُْقهَِةُ عَهه ٍْ يَّ ًَّ لَ يِ ْٕ سُ ٍْ يَّتَّثِعُ انشَّ ُْتَ عَهيَْٓآَٰ الََِّ نُِعَْهىََ يَ نَّتيِْ كُ

 َ
ٌَّ اّللّه اَكَُىْ ۗ اِ ًَ ُ نيِضُِيْعَ ايِْ

ٌَ اّللّه يَا كَا َٔ ۗ ُ
ٍَ ْذََٖ اّللّه ٌْ كَاَتَْ نكََثيِْشَجً الََِّ عَهَٗ انَّزِيْ اِ  تاِنَُّاسِ َٔ

 ْٔ حِيْىٌ نشََءُ  فٌ سَّ

”Dan demikian pula kami menjadikan kamu (umat islam) “umat 

pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 

agar rasul (Muhammad saw) menjadi saksi atas (perbuatan kamu). 

Kamu tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya 

melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 

yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat 

berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan 

Allah tidak akan menyia-yiakan imanmu. Sungguh Allah maha pengasih, 

maha penyayang kepada manusia.”(QS. Al-Baqarah:143).  

  Melalui surat Al-Baqarah ayat 143 tersebut menjelaskan mengenai 

saksi yang sifatnya umum. Di mana saksi terhadap suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia dan hukum sesuai dengan perbuatannya.  

d. Qiyas  
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Secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan 

perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki 

kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan 

perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Qiyas ini melihat dimana 

illat-nya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan 

dengan illat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat memabukkan yang 

terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat 

memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan 

dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90: 

يْطه  مِ انشَّ ًَ ٍْ عَ الَْصَْلََوُ سِجْسٌ يِّ َٔ َْصَابُ  الََْ َٔ يْسِشُ  ًَ انْ َٔ شُ  ًْ ا انْخَ ًَ ا اََِّ ْٰٕٓ يَُُ
ٍَ اه ٰٓايَُّٓاَ انَّزِيْ ٍِ يه

 ْٕ ُِ نعََهَّكُىْ تفُْهحُِ ْٕ  ٌَ فاَجْتَُثُِ

“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, 

adalah perbuatan keji dan termasuk setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(QS. Al-Maidah:90). 

 

 

 

 

 

 

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 

1. Pengertian Pengelolaan Sampah 

Menurut Peraturan Daerah  No. 22 Tahun 2012 pengelolaan sampah 

adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang 

meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan 

lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus 

urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab 

bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di 
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pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 

tentang Pengeloaan Sampah yang menyatakan bahwa pertambahan 

penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan 

bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. 

Sampah yang dimaksud merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan 

atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga 

maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
64

 Jadi mengacu dari 

penjelasan ini sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak dipakai 

dan tidak dibutuhkan atau bahkan tidak disenangi lagi dalam kehidupan 

sehari-hari manusia bisa dikatakan sampah. Dengan demikian sampah 

mengandung prinsip sebagai berikut: 

a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat. 

b. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia. 

c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi. 

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu 

berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya yang akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu: 

a. Sampah alam yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur 

ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai 

menjadi tanah. 

b. Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang digunakan terhadap 

hasil-hasil pencernaan manusia, seperti fases dan urin. Sampah manusia 
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dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan 

sebagai vector (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus 

dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan 

penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan 

sanitasi. 

c. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia 

(pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi 

sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, 

jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah- 

sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan industry. 

d. Sampah Industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses- 

proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan 

jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.
65

 

Sampah berdasarkan sifatnya, ada dua macam, yaitu Organik dan 

Anorganik, yaitu : 

a. Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membentuk seperti sisa 

makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat 

diolah lebih lanjut menjadi kompos. 

b. Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, 

seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, plastik 

mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini 

dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk 

dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual 
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adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas 

minuman, kaleng.
66

 

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk 

padat dan cair, berikut penjelasannya: 

a. Sampah padat, adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran 

manusia, dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, 

metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini 

dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. 

b. Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak 

diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.
67

 

 

2. Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam 

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. 

Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi 

pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan 

transport, pengolahan dan pembuangan akhir.
68

 

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 

tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. 

Pencemaran yang paling nampak dan besar adalah produksi limbah 
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padat.
69

Dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam 

jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya dalam 

pengelolaannya. Tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya 

sampah tetapi juga mempengaruhi lingkungan kehidupan dapat mengalami 

kerusakan. Jika sampah sangat mengganggu, mungkin itu juga dikarenakan 

salah manusia itu sendiri, karena terkadang manusia jugakurang arif dalam 

memperlakukannya. Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu 

yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Sehingga mereka 

membuang sampah di sembarang tempatdan seenaknya saja. Maka 

dibuatlah aturan tentang pengelolan sampah yang di atur dalam Peraturan 

Daerah Nomor  22 Tahun 2012. 

Untuk pelaksanaan Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

pengelolaan sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam 

Peraturan Daerah tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, 

kewajiban, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana.
70

 

Berikut penjelasannya: 

1. Menimbang 

Menimbang disini adalah alasan awal mengapa dibentuknya 

Peraturan Daerah tersebut. Dalam pertimbangan Perda Nomor 22 Tahun 

2012 tentang pengelolaan sampah adalah bahwa pertambahan penduduk 

dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya 

volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar 

pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip yang 
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berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif 

terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

2. Ruang Lingkup Peraturan 

Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah memiliki ruang 

lingkup yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

rumah tangga. Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan asas 

tanggung jawab, atau berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 

kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas 

nilai ekonomi. 

3. Kewajiban 

 Setiap orang atau badan berkewajiban: 

a) Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan seha 

b) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan 

berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain 

yang diberi tanggung jawab untuk itu; 

c) Mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, 

dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; 

e) Memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;  

f) Mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif 

dari kegiatan tempat pemerosesan akhir sampah; dan 
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g) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah 

secara baik dan berwawasan lingkungan. 

4. Larangan 

Di dalam pasal 38 terdapat beberapa larangan sebagai berikut: 

Setiap orang dilarang : 

1. Memasukkan sampah ke daerah; 

2. Melakukan kegiatan impor sampah; 

3. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 

4. Membuang sampah di sungai, rawa-rawa, parit, saluran 

irigasi,selokan, saluran drainase, taman kota, jalur hijau, hutan, jalan 

raya, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; 

5. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan; 

6. Membuang sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dengan 

menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 

(satu) meter kubik; 

7. Membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, 

jalur hijau, taman, di dalam TPS (Tempat Pembuangan Sampah), 

disekitar TPS (Tempat Pembuangan Sampah), TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) dan tempat-tempat umum lainnya; 

8. Mengeruk atau mengais sampah di TPS (Tempat Pembuangan 

Sampah), kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; 

9. Membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah 

ditetapkan; 

10. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS (Tempat 

Pembuangan Sampah) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir); 

11. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan dan/atau: 

12. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di 

tempat pemerosesan akhir. 

5. Sanksi Administratif 

 Sanksi administatif berupa: 

a) Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali. 

b) Uang paksa; atau 

c) Pencabutan  izin. 

6. Ketentuan Pidana 
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 Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 38 yang 

menjelaskan tentang larangan mebuang sampah tidak pada tempat yang 

telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah di sungai, 

rawa-rawa, parit, saluran irigasi, selokan, saluran drainase, taman kota, 

jalur hijau, hutan, jalan raya, fasilitas umum dan tempat lainnya yang 

sejenis dan membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di 

jalan, jalur hijau, taman, di dalam Tempat Pembuangan Sampah, 

disekitar Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Pembuangan Akhir dan 

tempat-tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah dalam pasal 48 ketentuan pidana sebagimana diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
71 
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